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,«A PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

' ORTIKULTURA
omer 15 Airnona - Kota Kupang Telp. (0380) 821646

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 520.8004(.01 /UPTD-PTPH/X/2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN TANAMAN PAN GAN DAN
HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah tentang Standar Pelayanan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura pada
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

: tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5357).

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun

2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 12);

g Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Standar  Pelayanan  pada  Unmit  Pelaksana Teknis  Daerah
Perbenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura pada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sampai dengan
ampiran I Keputusan ini;
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KEDUA Standar  Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perbenihan  Tanaman Pangan Dan Hortikultura pada Dinas

PR . > & - ¢ .
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
meliputi ;

I Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik;
)

2. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;

J. Standar Pelayanan Penyediaan Benih/Bibit T

anaman Pangan
dan Hortikultura

KETIGA © Standar  Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perbenihan  Tanaman Pangan Dan Hortikultura pada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan
oleh  penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat

pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik,

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Oktober 2021

Kepala UPTD
Perbenihan Ta'nagnan Pangan Dan K rtikultu%

; fomaimeacily y ] N
. Ir. Maria I. R. Manek, M.Sc

J reve ' Pémbina Tk. |
NIP-19681204199403 2 007

Mengesahkan :

{) Kepala Dinng Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nuga "tenggara Timur

-~

/A =
' Lecky Frederlch Koll, STP
PembinaUtama Muda
NI 196402101986031029
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| LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PE
HORTIKULTURA
NOMOR

520.800/
TANGGAL

12 OKTOBER 2021
STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK

A. Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

RBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN

/UPTD-PTPH /X /2021

[No| KOMPONEN

URAIAN

1. | Persyaratan
Pelayanan

A. Melalui Media Tatap Muka

B. Melalui Media Surat

2. Permohonan ditujukan kepada

Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang
sah.

1. Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri

lainnya dan/atau nomor HP;

Kepala UPTD
Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

dengan alamat Jl. Alfonsus Nisnoni No. 15
Airnona Kupang

‘v 2. | Mekanisme /
| Prosedur Pelayanan

A. Melalui Media Tatap Muka
1. Pengguna layanan mendatangi UPTD Perbenihan

. Petugas (Penerima Tamu)

. Petugas (Penerima  Tamu)

. Pejabat yang menangani memberikan layanan

. Setelah selesai,

B. Melalui Media Surat Pengaduan

1. Pengguna layanan

Tanaman Pangan Dan Hortikultura dengan

TPH (petugas penerima tamu) dan mengisi buku
tamu dan menyampaikan maksud/tujuan

maksud dengan menitipkan KTP/ identitas diri
lain yang sah;

menyampaikan
maksud dan perihal permintaan data/informasi

kepada pejabat terkait (Kepala UPTD/ Kepala
Sub Bagian/Kepala Seksi);

mengarahkan
Pengguna layanan bertemu dengan pejabat
terkait;

data informasi yang diminta. Jika informasi yang
diminta  masuk dalam  kategori  yang
dikecualikan untuk diberikan (rahasia), maka
pejabat wajib menyampaikan alasan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
pengguna layanan menemui
petugas (penerima tamu), untuk mengambil

kembali KTP/identitas diri lainnya yang
dititipkan.

menyampaikan  surat
permohonan Kepada Kepala UPTD Perbenihan

melampirkan KTP/kartu identitas lain yang
sah/identitas resmi lembaga dan nomor telepon;

Dipindai dengan CamScanner



—

2. Kepala UPTD memberi  disposisi surat/
menugaskan pejabat yang berkompeten untuk
memberikan  data/informasi secara tertulis
kepada pengguna layanan;

3. Pejabat yang ditugaskan, menyusun secara
tertulis data/informasi yang diminta. Jika
informasi yang diminta masuk dalam kategori
yang dikecualikan untuk diberikan (rahasia),
maka pejabat wajib menyampaikan alasan
sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

4. Pejabat yang ditugaskan mengajukan kepada
pimpinan untuk mendapat koreksi sampai
dengan penandatanganan surat jawaban;

S. Petugas mengirimkan surat jawaban permintaan
data kepada pengguna layanan atau petugas
menghubungi  pengguna layanan untuk
mengambil data/informasi yang diminta.

3. | Waktu Pelayanan

1. Melalui Media Tatap Muka : 30 menit atau sesuai
kebutuhan,;

2. Melalui Media Surat : Paling lama 7 hari terhitung
surat diterima oleh UPTD Perbenihan TPH;

4. | Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya / gratis.

Produk Pelayanan

Data / informasi publik terkait Tupoksi UPTD
Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

-

Pengelolaan
Pengaduan

1. Bertemu Petugas UPTD Perbenihan Tanaman Pangan
dan Hortikultura;
2. Melalui surat kepada Kepala UPTD Perbenihan TPH;
3. Melalui alamat email UPTD-PTPH
( uptptphntt@gmail.com );
4. Melalui SPAN-LAPOR! :
A. SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi
pengaduan.

B. www.lapor.go.id

NO
P 1

' B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Data dan informasi publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

J
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NO KOMPONEN

2. | Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitag

3. | Kompetensi
Pelaksana

4. | Pengawasan Internal

I
—
1, Ruang tunggu; |

S

URAIAN
2. Toilet;

3. Ruang rapat;

4. Tempat parkir;

S. Lemari dokumen/arsip;

6. Megja;

7. Kursi;

8. AC;

9. Komputer;

10. Printer;

11. Buku register tamu.

1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD
Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Dilakukan oleh atasan langsung;

2. Dilakukan oleh aparat fungsional;
3. Dilaksanakan secara kontinyu.

Jumlah Pelaksana

2 s/d 3 orang.

Jaminan Pelayanan

1. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan

produk.layanan yang didukung oleh petugas yang
berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku

pelayan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
2. Produk layanan adalah data dan informasi yang
akurat karena diberikan langsung oleh pejabat yang

berkompeten sehingga dapat dipergunakan sesuai
dengan keperluan,

7. | Jaminan Keamanan

1. Jaminan keamanan dan keselamatan dalam

L8

dan Keselamatan pelayanan sangat diutamakan dengan adanya
Pelayanan petugas pelayanan dan petugas Keamanan.
2. Tersedianya alat/tabung pemadam api ringan untuk
antisipasi kebakaran.
T?Valuasi Kinerja Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap
“ Pelaksana penerapan 14 komponen standar pelayanan yang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Kepala UPTD Perbenihan Tanaman
.+ Pangan dan Hortik <
SR\

I.R. MANEK, M.Sc
/<Pémbina TK I

3 7aNIP 1968 1204 1994032007
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IRAN II :
LAMP KEPUTUSAN KEPALA UPTD PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA
NOMOR  : 520.800/

: . UPTD-PTPH/X
TANGGAL 4 LA/402%

12 OKTOBER 2021

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
A. Proses Penyampalan Laynnan (Servlcc Dellvery)

P

NO KOMPONEN

—

1. Persvmamn
Pelayanan

i UR/\I/\N
A. Melalui Media Tatap Muka

Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang
sah.

B. Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan

Mencantumkan nama, alamat dan nomor HP yang
dapat dihubungi.

C. Melalui Media Surat

Ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perbenihan Tanaman Pangan Dan
Hortikultura (UPTD-PTPH) dengan alamat Jalan
Alfons Nisnoni Nomor 15 Airnona Kota Kupang
dengan memberikan informasi identitas diri yang
jelas meliputi KTP, nomor HP dan alamat.

D. Melalui Media SP4N-LAPOR

Mencantumkan nama, NIK dan alamat serta
data/bukti yang dianggap perlu.

2. | Mekanisme / A. Melalui Media Tatap Muka

Prosedur Pelayanan 1. Pengguna layanan mendatangi UPTD-PTPH
bertemu petugas penerima tamu, mengisi buku
tamu, menyampaikan maksud dan perihal
pengaduan, mengisi form pengaduan/buku
kendali pengaduan yang disediakan, serta
meninggalkan KTP/identitas diri lain yang sah;

2. Petugas penerima tamu menyampaikan
maksud dan perihal pengaduan kepada Kepala
UPTD-PTPH untuk mendapat arahan pejabat
yang akan menangani;

3. Petugas penerima tamu mengarahkan
pengguna layanan bertemu dengan pejabat
yang menangani;

4. Pejabat yang menangani memberikan
A, jawaban/penanganan pengaduan pada saat itu
; atau sesuai waktu yang disepakati;

5. Setelah mendapatkan jawaban/penanganan;
; pengguna layanan menuju petugas penerima
] tamu, sekaligus mengambil kembali KTP/
L identitas diri lainnya.
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B. Melulul Kotak Saran/Pengaduan

).. ]
1. Pengguna layanan  menyampaikan pengaduan
tertulis melalui kotak saran/pengaduan yang ada

pada dengan memberikan identitas yang jelas
(nama, alamat dan nomor HP);

‘c
Petugas  penerima surnt masuk memeriksa  isi

kotak pengaduan, mengagendakan dan
meneruskan kepada Kepala UPTD PTPH,;

- Kepala UPTD-PTPH menerima berkas pengaduan,
meneclaah, mendisposisi/mengarahkan  untuk
menjawab/menindaklanjuti pengaduan;

4. Pejabat  yang ditugaskan untuk menangani
pengaduan menyiapkan jawaban secara tertulis
yang ditandatangani oleh Kepala UPTD-PTPH
untuk menindaklanjuti penanganan pengaduan;

S. Pejabat yang ditugaskan menyampaikan secara
tertulis jawaban/hasil tindaklanjut penanganan
pengaduan kepada pengguna layanan jika
diperlukan.

C. Melalui Media Surat

1. Pengguna layanan menyampaikan surat
pengaduan yang ditujukan kepada Kepala UPTD-
PTPH dengan memberikan informasi identitas diri
yang jelas meliputi nama, NIK, nomor HP dan
alamat;

2. Kepala UPTD-PTPH menelaah dan
mendisposisikan surat/menugaskan pejabat yang
berkompeten untuk memberi jawaban/menangani
pengaduan;

3. Pejabat yang ditugaskan menyusun secara tertulis
jawaban/penanganan pengaduan;

4, Pejabat yang ditugaskan mengajukan konsep
surat jawaban/penanganan pengaduan kepada
Kepala UPTD-PTPH secara berjenjang untuk

mendapat koreksi sampai dengan
penandatanganan;

5. Petugas mengirimkan surat jawaban/
penanganan  pengaduan  kepada  pengguna
layanan.

D. Melalui Media S8P4N-LAPOR

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan
melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan

Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPORI) dengan

cara ;

A. SMS ke 1708 dengan format : NTT (spasi) isi
pengaduan,

B. Melalui www.lapor.go.id
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2. Dinas  dan /atau  UPTD
menindaklanjuti /menj
SP4N-LAPOR;

mengakses dan
awab pengaduan melalyj

3. Jaw'fxban terkirim melalui SMS pada HP atau pada
email pengguna layanan.

Waktu Pel
3. u Pelayanan 1. Melalui Media Tatap Muka : 30 menit dan atau sesuai
kebutuhan;
2. Melalui Media Kotak Saran /Pengaduan : Paling lama
7 hari kerja terhitung surat diterima oleh UPTD-
PTPH;
3. Melalui Media Surat - Paling lama 7 hari kerja
terhitung surat diterima oleh UPTD -PTPH;
4. Melalui SP4N-LAPOR! - Paling lama 8 hari kerja
7 terhitung pengaduan diterima.
4. | Biaya / Tarif Tidak dipunéut biaya/gratis.
S. | Produk Pelayanan 1. Jawaban/ peilanganan pengaduan secara léngsung;
2. Surat jawaban/penanganan pengaduan;
3.Jawaban/penanganan pengaduan melalui SP4N-
LAPOR!.
6. | Pengelolaan Kotak Saran/Pengaduan;
Pengaduan

|

. Bertemu Kasubag TU/Kasi sesuai kebutuhan;

Melalui surat kepada Kepala UPTD Perbenihan TPH;

. Melalui alamat email UPTD-Perbenihan TPH
( uptptphntt@gmail.com );

5. Melalui SP4N-LAPOR! :

A. SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi
pengaduan.

A W N~

B. www.lapor.go.id

L

NO| KOMPONEN URAIAN
B | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

P

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional.

% 2. Sarana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas

Ruang tunggu;

Toilet;

Ruang rapat;

Tempat parkir;

Lemari dokumen/arsip;
Meja;

No o sed =

Kursi;
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F\

NO KOMPONEN URAIAN
8. AC;
9. Komputer;
10.Printer;
11.Buku register tamu
12.Jaringan internet.
3. | Kompetensi 1. Pendidikan Minimal SLTA;
Pelaksana 2. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD-PTPH.
4. | Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan oleh aparat fungsional;
3. Dilaksanakan secara kontinyu.

Jumlah Pelaksana 1 s/d 3 orang.

6. | Jaminan Pelayanan | 1. Diwujudkan dalam kualitas layanan oleh petugas
yang berkompeten di bidang tugasnya, terampil,
cepat, tepat, dan santun.

2. Produk layanan informasi yang akurat oleh pejabat
yang berkompeten sehingga dapat dipergunakan
sesuai dengan keperluan.

V- Jaininan Keamanan | 1. Jaminan keamanan dan keselamatan dalam
dan Keselamatan pelayanan sangat diutamakan dengan adanya
Pelayanan petugas pelayanan dan petugas Keamanan.

2. Tersedianya alat/tabung pemadam api ringan untuk
antisipasi kebakaran.

8. | Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan terhadap
Pelaksana penerapan 14 komponen standar pelayanan yang

dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

e

Kepala UPTD Perbenihan Tanaman
~Pangandan Hortikultura

O

"'*»«’.;",‘{.i;.ur, G {;fi;Pefnbina TK 1
NIP 196812041994032007
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SEFULTUSAN KEPAL
HORTIKULTURA A UPTD PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN

NOMOR 520.800/

TANGGAL : 12 oxrTopgg 4or P PTPH/X/2021

2021

STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN BENIH TANAMAN

A, Proses Penyampaian Layanan (Service De ltvery) PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO | KOMPONEN — —
1. |Persyaratan Melalui Media Surat ————— ————
Pelayanan . .
1. I\olnsux'ncn (Petani/kelompok tani/penangkar/ pelaku usaha)
8""380]1”@" S.Ul'llt permohonan yang ditujukan kepada Kepala
PTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan
alamat J1. Alfons Nisnoni No. 15 Airnona Kota Kupang
2. Melampirkan foto copy KTP atau ide ntitas diri lainnya
dan/atau nomor HP yang biasa dihubungi;

2. |[Mekanisme | 1. Konsumen (Petani/kelompok tani/penangkar/ pelaku usaha)
/ Prosedur mengajukan surat pesanan kepada Kepala UPTD Perbenihan
Pelayanan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Petugas melakukan verifikasi atas pesanan konsumen.

3. Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
menyampaikan surat persetujuan/kesanggupan kepada
konsumen.

4. Konsumen melakukan pembayaran secara tunai melalui
bendahara penerimaan pembantu.

5. Konsumen menerima benih/bibit sesuai pesanan/kebutuhan
melalui Koordinator Balai Benih.

3. | Waktu 1. 5 (lima) hari kerja setiap Senin - Jumat dari jam 08.00 s/d 16.00
Pelayanan wita

2. Waktu respon permohonan : 1 s/d 2 hari

4. |Biaya / Jenis Komoditi yang dilayani ;

Tarif A. PAD
1. Benih Tanaman Pangan
1.1.Padi
» Kelas BD  (Label Putih) Rp.7.500 /Kg
» Kelas BP  (Label Ungu) Rp. 5.000 / Kg
> Kelas BR  (Label Biru) Rp. 4.000 / Kg
1.2. Jagung
» Kelas BD  (Label Putih) Rp. 6.000 / Kg
» Kelas BP  (Label Ungu) Rp. 5.000 / Kg
» Kelas BR  (Label Biru) Rp. 4.000 / Kg
1.3. Kedelai
» Kelas BD  (Label Putih) Rp. 10.000 / Kg
» Kelas BP  (Label Ungu) Rp. 6.500 / Kg
» Kelas BR  (Label Biru) Rp. 4.500 / Kg
1.4. Kacang Hijau
Kelas BD  (Label Putih) Rp. 10.000 / Kg
Kelas BP (Label Ungu) Rp. 7.500 / Kg
Kelas BR  (Label Biru) Rp. 6.000 /Kg
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2. Benih Tanaman lloxukultum
1.1. Jeruk
> Unggul/okulasi/grafting ¢ Rp.2.500 [ anakan
»  Mata Tempel : Rp. 150 [/ mata

1.2, Mangga

> Unggul/okulasl/grafting : Rp.4.500 / anakan
> Mata Tempel : Rp. 250 /mata
1.3. Durian

> Bibit durian tunas akar : Rp. 10,000 / anakan
1.4, Sukun

» Bibit durlan tunas akar : Rp. 10.000 / anakan

1.5. Bawang Merah

> Bibit bawang merah : Rp.25.000 /Kg
B. PNBP
1. Tanaman Pangan
1.1.Padi
» Kelas BD (Label Putih) : Rp. 9.000 / Kg
» Kelas BP  (Label Ungu) : Rp. 6.000 / Kg
1.2, Jagung
> Kelas BD (Label Putih) : Rp. 14.000 /Kg
» Kelas BP  (Label Ungu) : Rp. 4.500 /Kg
1.3. Kedelai
> Kelas BD (Label Putih) : Rp. 15.000 /Kg
» Kelas BP (Label Ungu) : Rp. 4.000 /Kg
1.4. Kacang Hijau
» Kelas BD (Label Putih) : Rp. 15.000 /Kg
» Kelas BP  (Label Ungu) : Rp. 4.000 /Kg

2. Tanaman Hortikultura
1.1. Bibit Pokok BP)

» Jeruk (Blok Fondasi MT ¢ Rp. 25.000 / bibit
3 Jeruk Batang Bawah (BPMT) : Rp. 25.000 / bibit
» Lengkeng

» Mangga ¢ Rp. 25.000 / bibit

Rp. 25.000  / bibit

1.2. Bibit Sebar (BR)
Rp. 6.000  / bibit

» Jeruk

» Lengkeng Rp. 7.500 / bibit
» Mangga Merah : Rp. 15.000 / bibit
» Mangga Varietas Non Merah : Rp. 7.500 / bibit
» Entris Mangga : Rp. 250 / pucuk
» Entris Jeruk : Rp. 250 / pucuk
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